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Abstract

The rapid growth of social media has transformed netizens from passive consumers of
information into active social actors who shape public opinion and exercise social
control within the digital arena. This study aims to examine the social practices of
netizens in responding to viral public issues in Indonesia through Pierre Bourdieu's
theoretical framework, particularly the concepts of habitus, capital, and field.
Employing a qualitative approach, the study applies content analysis to three prominent
viral cases: the controversy surrounding the revision of the Indonesian National Armed
Forces (TNI) Law (2024), the Ferdy Sambo case (2022), and the Mario Dandy case
(2023). Data were collected from social media posts, netizens' comments, reposts, and
relevant literature, and were analyzed interpretively within a critical constructivist
paradigm. The findings reveal that netizens can mobilize social capital, including
digital networks, collective solidarity, and interaction intensity, into symbolic capital
that legitimizes their influence on public opinion, promotes judicial accountability, and
exerts pressure on public policy. However, the digital arena is not entirely democratic,
as the distribution of digital capital and the visibility of information remain shaped by
platform algorithms, influencers, political buzzers, and actors possessing greater
accumulations of capital. These findings demonstrate that the social practices of
netizens emerge from the dynamic interaction between habitus, capital, and the digital
field, as conceptualized by Bourdieu, while also highlighting that digital space functions
as both a site for the reproduction and contestation of power in contemporary society.

Keywords: netizens, social capital, digital field, Pierre Bourdieu, social practice.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir
telah membawa perubahan signifikan dalam struktur interaksi sosial masyarakat.
Kehadiran media sosial sebagai ruang komunikasi digital telah mentransformasi cara
individu berpartisipasi dalam diskursus publik, dari yang sebelumnya terbatas menjadi
lebih terbuka, cepat, dan partisipatif. Platform seperti Twitter (X), Instagram, Facebook
dan Tiktok tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi interpersonal, tetapi juga
berkembang menjadi arena produksi, distribusi, dan kontestasi informasi. Dalam
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konteks ini, muncul fenomena netizen sebagai aktor sosial baru yang memainkan peran
penting dalam membentuk opini publik, menyebarkan informasi, serta mengawal
berbagai isu sosial, politik dan hukum di ruang digital (Kaplan, A.M & Haenlein, 2010;
Castells, 2015). Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan persoalan
sosiologis yang semakin kompleks. Ruang digital yang sering dipersepsikan sebagai
ruang partisipasi yang terbuka ternyata tidak sepenuhnya memberikan kesempatan yang
setara bagi setiap aktor. Kemampuan untuk memengaruhi opini publik justru sangat
ditentukan oleh distribusi modal sosial, modal simbolik, literasi digital, serta visibilitas
yang dibentuk melalui algoritma platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa media
sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi, tetapi juga menjadi arena reproduksi
relasi kekuasaan yang melahirkan bentuk-bentuk ketimpangan baru dalam masyarakat
digital.

Di Indonesia, fenomena netizen sebagai kekuatan sosial baru dapat dilihat dari
berbagai kasus yang menjadi viral di media sosial. Kasus penganiayaan yang
melibatkan Mario Dandy pada tahun 2023 menunjukkan bagaimana respons netizen
mampu mendorong isu lokal menjadi perhatian nasional. Diskusi yang berkembang
tidak hanya berfokus pada peristiwa kekerasan, tetapi juga mengarah pada isu yang
lebih luas, seperti ketimpangan sosial dan relasi kekuasaan. Hal serupa juga terlihat
dalam kasus kematian Brigadir J pada tahun 2022, di mana tekanan publik melalui
media sosial berperan dalam mendorong transparansi proses hukum. Dalam kedua kasus
tersebut, netizen tidak hanya menjadi penonton, tetapi turut berperan dalam mengawal
jalannya isu hingga mendapat perhatian institusi formal. Fenomena ini memperlihatkan
bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena sosial tempat berbagai aktor saling
berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, legitimasi, dan kemampuan mendefinisikan
realitas sosial. Dengan kata lain, yang diperebutkan dalam ruang digital bukan sekadar
perhatian publik, tetapi juga kekuasaan simbolik untuk menentukan narasi yang
dianggap benar dan sah.

Persoalan inilah yang menjadi problem sosiologis utama penelitian ini. Meskipun
setiap individu memiliki akses terhadap media sosial, tidak semua aktor memiliki
kapasitas yang sama dalam memproduksi dan menyebarkan wacana. Aktor yang
memiliki jaringan sosial lebih luas, kredibilitas yang tinggi, sumber daya digital yang
memadai, serta visibilitas algoritmik yang lebih besar cenderung lebih dominan dalam
membentuk opini publik dibandingkan dengan pengguna lainnya. Akibatnya, ruang
digital justru mereproduksi struktur ketimpangan sosial dalam bentuk baru, di mana
distribusi kekuasaan bergeser dari ruang sosial konvensional ke dalam arena digital.

Kemampuan netizen dalam membentuk opini publik tidak hanya ditentukan oleh
kepemilikan berbagai bentuk modal, seperti jaringan sosial, kredibilitas, literasi digital,
dan tingkat visibilitas akun. Dengan demikian, ruang digital mereproduksi struktur
kekuasaan baru yang menempatkan sebagian aktor pada posisi lebih dominan
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dibandingkan dengan aktor lain. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa relasi sosial di
ruang digital tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk partisipasi masyarakat, tetapi
juga sebagai proses reproduksi kekuasaan yang berlangsung melalui interaksi,
akumulasi modal, dan persaingan antarktor dalam memperoleh legitimasi. Perspektif ini
menjadi penting karena menjelaskan bahwa media sosial bukanlah ruang yang netral,
melainkan arena yang terus membentuk dan mempertahankan struktur dominasi dalam
masyarakat kontemporer. Namun demikian, ruang digital tidak sepenuhnya bersifat
egaliter. Pengguna dengan jumlah pengikut yang besar dan tingkat visibililitas tangga
cenderung memiliki pengaruh yang lebih dominan dalam menentukan arah wacana, hal
ini menunjukkan bahwa  demokratisasi digital berjalan berdampingan dengan
munculnya ketimpangan distribusi modal dan kekuasaan, sehingga media sosial menjadi
arena konstestasi tempat berbagai aktor terus memperebutkan perhatian, legitimasi, dan
pengaruh sosial (Couldry, 2012;Fuchs, 2017)

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena ini dari berbagai
perspektif. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Lim (2017) menunjukkan bahwa
media sosial di Indonesia berperan dalam membentuk aktivisme digital dan ekspresi
politik masyarakat. Sementara itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Tapsell (2018)
menyoroti bagaimana kekuatan ekonomi-politik masih memengaruhi struktur
komunikasi digital. Pada tingkat global, Castells menekankan pentingnya komunikasi
dalam membentuk relasi kekuasaan dalam masyarakat informasi. Meskipun demikian,
sebagian besar penelitian tersebut masih melihat netizen sebagai aktor kolektif tanpa
mengkaji secara mendalam bagaimana kekuasaan direproduksi dalam interaksi digital
sehari-hari.

Penelitian yang khusus mengkaji fenomena netizen dengan perspektif sosiologi
klasik, khususnya dalam memahami hubungan antara modal, kekuasaan, dan struktur
sosial di ruang digital, masih memiliki keterbatasan. Untuk memahami hal tersebut,
penelitian ini menggunakan perspektif dari Pierre Bourdieu. Melalui konsep modal
sosial, penelitian ini menggunakan perspektif dari Pierre Bourdieu. Melalui konsep
modal sosial, penelitian ini melihat bagaimana jaringan relasi digital menjadi sumber
kekuatan bagi netizen dalam memengaruhi opini publik. Selain itu, konsep modal
simbolik digunakan untuk memahami bagaimana pengaruh tersebut memperoleh
legitimasi dalam ruang digital, sementara media sosial diposisikan sebagai arena tempat
berlangsungnya kontestasi aktor. Urgensi penelitian ini terletak pada semakin besarnya
pengaruh media sosial dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Fenomena
viralitas yang digerakkan oleh netizen tidak hanya membentuk persepsi publik, tetapi
juga dapat berdampak pada proses hukum dan kebijakan. Tanpa pemahaman yang
mendalam, kondisi ini berpotensi memperkuat ketimpangan baru dalam distribusi
kekuasaan digital. Oleh sebab itu, penelitian ini berfokus pada bagaimana netizen
membentuk sekaligus mereproduksi kekuasaan dalam arena digital melalui modal sosial
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yang dimiliki. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang
lebih  komprehensif mengenai dinamika kekuasaan dalam masyarakat digital
kontemporer.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep modal sosial merujuk pada sumber daya yang melekat dalam jaringan
sosial yang dapat dimanfaatkan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan
tertentu. Modal sosial yang dimaksud meliputi unsur jaringan, norma, dan kepercayaan
yang memungkinkan terjadinya koordinasi sosial yang efektif (Bhandari, H., &
Yasunobu, 2009). Namun, Bourdieu (1986a) menawarkan pemahaman yang berbeda
dengan mendefinisikan modal sosial sebagai akumulasi sumber daya aktual maupun
potensial yang diperoleh melalui kepemilikan jaringan relasi yang terinstitusionalisasi.
Berbeda dengan pendekatan fungsional yang melihat modal sosial sebagai aset kolektif,
Bourdieu menempatkan modal sosial sebagai instrumen yang tidak pernah netral karena
selalu berkaitan dengan distribusi kekuasaan, dominasi dan ketimpangan sosial.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa modal sosial mengalami transformasi
yang signifikan dalam era digital. Studi terbaru menemukan bahwa media sosial tidak
hanya memperluas jaringan sosial, tetapi juga membentuk norma dan kepercayaan baru
dalam komunitas virtual (Mulyana & Vazza, 2023). Temuan ini memperlihatkan bahwa
modal sosial mengalami transformasi dari hubungan yang berbasis kedekatan fisik
menuju relasi digital yang lebih fleksibel dan cepat. Akan tetapi, penelitian tersebut
masih memandang modal sosial terutama sebagai faktor yang memperkuat partisipasi
sosial tanpa menguraikan bagaimana jaringan digital menjadi arena kompetisi
kekuasaan. Sebaliknya, Ragnedda (2020), melalui konsep digital capital, menunjukkan
bahwa kemampuan mengakses dan memanfaatkan teknologi digital merupakan bentuk
modal baru yang dapat dikonversi menjadi keuntungan sosial. Simbolik, bahkan
ekonomi. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya memperluas modal sosial,
tetapi juga menciptakan mekanisme baru reproduksi ketimpangan.

Perbandingan kedua artikel tersebut menunjukkan adanya pergeseran fokus
kajian. Mulyana dan Vazza (2023) lebih menekankan fungsi ingratif media sosial dalam
membangun jaringan sosial, sedangkan Ragnedda (2020) menekankan aspek
ketimpangan akses dan konversi modal. Kedua perspektif tersebut saling melengkapi,
tetapi keduanya belum secara eksplisit menjelaskan bagaimana modal sosial digital
digunakan oleh aktor untuk mempertahankan maupun memperluas posisi dominan
dalam arena media sosial sebagaimana dijelaskan oleh Bourdieu. Dengan kata lain,
dimensi relasi antara modal sosial, arena digital, dan reproduksi kekuasaan masih belum
memperoleh perhatian yang memadai.

Kritik terhadap pendekatan normatif juga dikemukakan oleh Portes (1998) yang
menegaskan bahwa modal sosial tidak selalu menghasilkan dampak positif. Jaringan
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sosial dapat menjadi sarana eksklusi, pembatasan akses, maupun reproduksi dominasi
kelompok tertentu. Kritik ini diperkuat oleh temuan Mulyana dan Vazza (2023)
mengenai kesenjangan digital yang menyebabkan tidak semua kelompok memiliki
kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ruang digital. Dengan demikian,
asumsi bahwa media sosial merupakan ruang demokratis perlu dipertanyakan karena
distribusi pengaruh tetap ditentukan oleh kepemilikan modal yang berbeda-beda.

Dalam perspektif Bourdieu, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui hubungan
antara habitus, modal dan arena (field) (Bourdieu & Wacquant, 1992). Arena digital
bukan sekadar ruang komunikasi, tetapi merupakan ruang sosial tempat berbagai aktor
berkompetisi untuk memperoleh legitimasi, pengaruh, dan pengakuan. Modal sosial
menjadi salah satu sumber daya utama yang dapat dikonversi menjadi modal simbolik
maupun ekonomi sehingga memperkuat posisi aktor tertentu. Penelitian Wijanarka
(2025) memperlihatkan bahwa media sosial telah berkembang menjadi arena distribusi
kekuasaan dalam pembentukan opini publik, sedangkan Amelia dan Hidayat (2026)
menunjukkan bahwa akumulasi berbagai bentuk modal berlangsung secara simultan dan
saling memperkuat di ruang digital. Kedua penelitian tersebut mengonfirmasi relevansi
teori Bourdieu dalam menjelaskan dinamika kekuasaan digital, tetapi belum secara
spesifik mengaitkannya dengan praktik sosial netizen dalam isu-isu publik yang viral di
Indonesia.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian tersebut, dapat diidentifikasi tiga
kesenjangan penelitian. Pertama, sebagian besar penelitian mengenai modal sosial
digital masih berorientasi pada manfaat jaringan sosial dan belum mengkaji dimensi
reproduksi kekuasaan secara kritis. Kedua, penelitian mengenai media sosial umumnya
memusatkan perhatian pada partisipasi netizen, tetapi belum menjelaskan bagaimana
modal sosial dikonversi menjadi sumber dominasi dalam arena digital. Ketiga, kajian
empiris di Indonesia yang mengintegrasikan konsep netizen, modal sosial Bourdieu, dan
reproduksi kekuasaan dalam satu kerangka analisis masih sangat terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini mengembangkan kerangka konseptual yang
mengintegrasikan konsep netizen sebagai aktor, modal sosial sebagai sumber saya
strategis, dan arena digital sebagai ruang kompetisi. Dalam kerangka tersebut, praktik
sosial netizen dipahami sebagai hasil interaksi antara habitus digital, kepemilikan modal
sosial, serta Kkarakteristik arena media sosial. Interaksi ketiga unsur tersebut
memungkinkan terjadinya konversi modal menjadi pengaruh sosial, legitimasi, bahkan
kekuasaan simbolik yang pada akhirnya mereproduksi struktur kekuasaan di ruang
digital. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan fungsi modal sosial
dalam membangun jaringan, tetapi juga menunjukkan bagaimana modal sosial menjadi
mekanisme reproduksi kekuasaan dalam masyarakat digital.
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Gambar 2.1 Netizen & Kekuasaan Simbolik di Arena Digital

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis konten
media sosial (qualitative content analysis). Pendekatan kualitatif dipilih bertujuan untuk
memahami makna sosial, pola interaksi, simbol, serta relasi kuasa yang muncul dalam
percakapan digital. Menurut Norman K.Denzin dan Yvonna S. Lincoln, penelitian
kualitatif menekankan penafsiran terhadap fenomena dalam konteks alaminya melalui
berbagai sumber data. Analisis konten memungkinkan peneliti mengkaji teks, video,
gambar dan simbol komunikasi secara sistematis untuk menemukan pola makna
(Krippendorf, 2019). Metode ini relevan karena fenomena viral di media sosial tidak
hanya diukur melalui angka interaksi, tetapi juga harus dipahami melalui narasi,
legitimasi, resistensi dan dominasi simbolik yang terbentuk di dalamnya, ruang digital
juga merupakan lokasi penting untuk membaca pembentukan opini publik kontemporer
(Boscarino, 2022).

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini ialah konstruktivis-kritis, di
mana realitas media sosial dipandang sebagai hasil konstruksi sosial yang dipengaruhi
oleh kepentingan, kekuasaan dan pertarungan makna. Dalam perspektif ini, media sosial
bukan ruang netral melainkan arena sosial yang menjadi tempat aktor memperoleh
pengaruh dan legitimasi. Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Bourdieu (1986) yang
menyatakan bahwa arena sosial merupakan pertarungan posisi, di mana aktor
menggunakan berbagai modal dalam mempertahankan dan meningkatkan
kedudukannya. Penelitian ini berfokus pada bentuk modal sosial netizen dalam konten
viral, strategi aktor digital dalam membangun pengaruh, peran komentar, repost, dan
dukungan kolektif, dan resistensi netizen terhadap aktor dominan. Kekuasaan pada era
digital banyak bekerja melalui jaringan komunikasi dan kemampuan memengaruhi arus
informasi (Castells, 2015). Penelitian dilakukan pada ruang digital (virtual field), yaitu
pada platform Instagram dan Tiktok. platform tersebut dipilih karena memiliki tingkat
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partisipasi publik yang tinggi dan menjadi sumber viralitas isu sosial maupun politik.
Sementara yang menjadi objek penelitian ialah unggahan teks, thread, caption, video
pendek, meme, komentar netizen dan repost, karena konten viral dianggap sebagai
unggahan yang memperoleh perhatian publik luas, penyebaran cepat dan memunculkan
dikursus kolektif (Hemsley, 2019).

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu memilih konten
berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian (Patton, 2015).
Adapun kriteria konten yang dipilih ialah memperoleh perhatian publik yang luas,
memiliki jumlah komentar atau share tinggi, menimbulkan perdebatan publik, serta
mengandung unsur kekuasaan, legitimasi, serta berkaitan dengan isu nasional. Adapun
sumber data berasal dari konten viral media sosial, komentar pengguna, caption dan
narasi visual serta buku dan artikel jurnal terkait media sosial dan modal sosial Pierre
Bourdieu. Berikut merupakan matrik analisis konten viral yang akan diteliti dalam
penelitian ini :

Tabel 1. Matrik Analisis Konten Viral

No | Unit Analisis | Bentuk Konten Kasus Viral di Indonesia | Tahun
Komentar Polemik Revisi UU TNI
1 Netizen Komentar, Debat (2024) 2024

2 | Narasi konten | Thread, berita, opini | Kasus Ferdy Sambo (2022) | 2022

Video Penganiayaan Kasus

Mario Dandy (2023) 2023

3 | Repost/Share | Video, screenshot

Dalam penelitian ini, konten viral didefinisikan sebagai konten yang
memperoleh sedikitnya 100.000 tayangan atau lebih dari 5.000 interaksi (komentar,
share, dan likes) dalam waktu kurang dari tujuh hari sejak dipublikasikan. Berdasarkan
kriteria tersebut, penelitian menganalisis 30 unggahan utama yang terdiri dari 3
unggahan mengenai polemik Revisi UU TNI, 3 unggahan mengenai Ferdy Sambo, dan
3 unggahan mengenai kasus Mario Dandy. Dari keseluruhan unggahan tersebut,
dikumpulkan lebih kurang 700 komentar netizen yang berasal dari 4 akun yang berbeda.
Pengumpulan data dilakukan dari November 2025-April 2026, sedangkan periode
ungguhan yang dianalisis disesuaikan dengan waktu terjadinya masing-masing kasus
sehingga tetap mempertahankan konteks sosial ketika diskursus tersebut berlangsung.

Proses analisis data mengikuti tahapan analisis konten kualitatif. Tahap pertama
adalah pengumpulan data, yaitu mendokumentasikan unggahan, caption, dan aktivitas
share/repost yang memenuhi kriteria penelitian. Tahap kedua adalah reduksi data, yaitu
menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian dan menghilangkan konten yang
bersifat duplikasi atau tidak berkaitan dengan praktik modal sosial. Tahap berikutnya
adalah proses pengodean (coding). Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi
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konsep-konsep awal yang muncul dari data, seperti dukungan publik, pembentukan
kepercayaan, serangan terhadap aktor, legitimasi, resistensi, solidaritas digital, dan
mobilisasi opini. Hasil pengodean kemudian disusun ke dalam beberapa kategori
analisis, meliputi (1) bentuk modal sosial netizen, (2) strategi membangun legitimasi,
(3) mekanisme reproduksi kekuasaan digital, (4) bentuk resistensi terhadap aktor
dominan, serta (5) konversi modal sosial menjadi modal simbolik dalam arena digital.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN
Polemik Revisi UU TNI (2024)

Perkembangan media sosial di Indonesia telah mengubah pola relasi antara
negara, masyarakat, dan ruang publik. Jika pada era sebelumnya wacana politik lebih
banyak dimonopoli oleh institusi formal dan media arus utama, maka Kini netizen hadir
sebagai aktor baru yang aktif memproduksi, menyebarkan, serta menantang narasi
dominan. Transformasi ini sejalan dengan temua (Castells, 2011) yang menyatakan
bahwa masyarakat jaringan (network society) memungkinkan distribusi kekuasaan
menjadi lebih terdesentralisasi melalui teknologi komunikasi digital. Dalam konteks
Indonesia, penelitian (Lim, 2017) serta (Tapsell, 2018) juga menegaskan bahwa media
sosial telah menjadi ruang strategis bagi pertarungan diskursus politik antara negara,
oligarki dan warga digital. Salah satu contoh nyata bagaimana arena digital berubah
menjadi ruang pertarungan simbolik antara elit negara dan masyarakat adalah polemik
revisi UU TNI. Fenomena ini serupa dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanuar
(2012) yang menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia berfungsi sebagai alat civic
engagement dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Dalam konteks ini, komentar
netizen seperti pada gambar 4.1 berikut dapat dibaca sebagai praktik sosial yang
mengandung kritik, resistensi, sekaligus reproduksi kekuasaan simbolik (Pierre
Bourdieu & Wacquant, 1992).

PENTING REVIS
INDANG-UNDAN

Gambar 4.1 Praktik Sosial Mengandung Krit{k, dan Reproduksi Kekuasaan Simbolik
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Menganalisis screenshot dari komentar netizen pada gambar di atas
menunjukkan bahwa arena digital menjadi arena (field) tempat negara, media,
influencer, buzzer politik dan masyarakat umum saling berkompetisi memperebutkan
legitimasi dan pengaruh. Dalam kerangka Pierre Bourdieu, praktik sosial netizen pada
kasus revisi UU TNI dapat dijelaskan melalui formula (habitus x modal sosial) + arena
= praktik. Habitus netizen terbentuk dari pengalaman kolektif dalam mengikuti isu
politik, meningkatnya literasi digital, serta disposisi kritis terhadap kebijakan publik.
Habitus tersebut kemudian berinteraksi dengan modal sosial berupa jaringan
pertemanan, komunitas daring, hubungan antarpengguna, dan kemampuan menyebarkan
informasi secara viral. Ketika habitus dan modal sosial tersebut beroperasi di dalam
arena digital yang bersifat terbuka, kompetitif, dan dimediasi algoritma, terbentuk
praktik sosial berupa mobilisasi opini publik, penyebaran kritik, serta upaya
memengaruhi legitimasi kebijakan negara.

Beberapa penelitian terdahulu terkait konsep network publics, yaitu yang
terbentuk melalui koneksi digital berbasis emosi dan solidaritas (Papacharissi, 2014)
serta interaksi digital yang menciptakan bentuk relasi sosial baru yang mempercepat
mobilisasi opini publik (Baym, 2015). Dalam perspektif Bourdieu, temuan tersebut
memperlihatkan bahwa arena digital menyediakan ruang habitus dan modal sosial untuk
dikonversi menjadi praktik sosial yang memiliki daya tawar politik.

Dalam kasus revisi UU TNI, netizen menggunakan modal sosial berupa jaringan
pertemanan, komunitas daring, dan kemampuan viralitas untuk membangun tekanan
terhadap negara. Misalnya, “rakyat ga setuju” oleh akun @awing 23 mencerminkan
klaim representasi kolektif yang kuat. Dalam perspektif Bourdieu, hal ini merupakan
upaya konversi modal sosial menjadi modal simbolik, yakni pengakuan sebagai
representasi moral masyarakat. Melalui formula (habitus x modal sosial) di arena
praktik, seperti komentar tersebut menunjukkan, habitus partisipatif dan sikap Kritis
terhadap negara dikalikan dengan modal sosial berupa jejaring digital menghasilkan
praktik representasi kolektif yang mengklaim berbicara atas nama masyarakat. Praktik
tersebut sekaligus menjadi bentuk konversi modal sosial menjadi modal simbolik karena
memperoleh pengakuan sebagai suara moral publik. Temuan ini sejalan dengan
penelitian (Lim, 2017) yang menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia sering
digunakan untuk membangun narasi kolektif berbasis identitas dan emosi publik. Selain
itu, studi (Gerbaudo, 2021) tentang gerakan digital juga menunjukkan bahwa media
sosial berperan dalam membentuk “koreografi kolektif” yang mengarahkan opini massa
melalui simbol-simbol seperti slogan atau komentar singkat.

Selain itu, komentar netizen “lama-lama ga jelas” pada @kumparan
menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan terhadap proses legislasi. Hal ini menunjukkan
krisis legitimasi institusi formal di mata publik digital. Dalam formula Bourdieu,
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komentar tersebut lahir dari habitus berupa pengalaman masyarakat yang berulang kali
menyaksikan proses politik yang dianggap tidak transparan. Habitus tersebut diperkuat
oleh modal sosial berupa dukungan dan interaksi antarnetizen yang memiliki pandangan
serupa. Ketika keduanya berlangsung di arena digital, praktik sosial yang muncul adalah
reproduksi ketidakpercayaan publik terhadap institusi formal sekaligus pembentukan
opini kolektif mengenai krisis legitimasi negara. Partisipasi politik digital sering muncul
dalam bentuk ekspresi informal seperti komentar, kritik singkat,atau diskusi daring yang
tetap memiliki dampak politik signifikan (Dahlgren, 2013). Media sosial juga telah
memperluas ruang deliberasi publik, meskipun sering kali dalam bentuk yang tidak
terstruktur (Yanuar, 2012).

Sementara komentar “apa gara-gara Tedy” memperlihatkan personalisasi isu
politik, yaitu kecenderungan mengaitkan kebijakan dengan figur tertentu. Melalui
formula Bourdieu, habitus masyarakat terbiasa memahami politik melalui figur publik
terpadu dengan modal sosial berupa penyebaran narasi dan diskusi antarpengguna di
media sosial. Interaksi sosial berupa penyebaran narasi dan diskusi antarpengguna di
media sosial. Interaksi tersebut di arena digital menghasilkan praktik personalisasi
politik, yaitu kecenderungan menilai kebijakan berdasarkan aktor yang diasosiasikan
dengannya, bukan semata-mata substansi kebijakan. Dalam perspektif Bourdieu, hal ini
berkaitan dengan kapital simbolik personal, di mana individu dengan visibilitas tinggi
memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik. Hal ini menunjukkan
bahwa politik Indonesia kontemporer semakin dipengaruhi oleh budaya selebritas dan
figur publik (Heryanto, 2014), sejalan dengan Street (2004) yang menyatakan bahwa
politik modern semakin bergeser ke arah celebrity politics, di mana individu menjadi
simbol kekuasaan.

Komentar “oh sekarang boleh ya nyabang, enak ya” yang diungkapkan dalam
salah satu cuitan netizen pada akun tiktok @Kumparan mengandung satire sebagai
bentuk kritik terhadap privilege elit. Dalam perspektif Bourdieu, habitus netizen yang
terbiasa menggunakan humor, ironi dan bahasa populer sebagai strategi komunikasi
politik. Habitus ini diperkuat oleh modal sosial berupa budaya berbagi, repost, dan
interaksi antar komunitas digital. Ketika berlangsung di arena media sosial, kombinasi
tersebut menghasilkan praktik perlawanan simbolik yang mampu mendeligitimasi
kekuasaan tanpa menggunakan konfrontasi secara langsung. Dalam kajian sosiologi
politik, satire dipahami sebagai bentuk perlawanan simbolik.

Namun demikian, berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa arena digital
tidak sepenuhnya demokratis dan bahwa oligarki digital di Indonesia tetap memainkan
peran dominan melalui kepemilikan media, buzzer politik dan kontrol informasi
(Tapsell, 2018). Hal ini sejalan dengan teori Bourdieu bahwa distribusi modal sosial
tidak merata dan selalu terkait dengan struktur kekuasaan yang lebih luas. (Van Dijk,
2013) Juga menegaskan bahwa platform digital memiliki logika algoritmik yang turut



83
SOCIETY : Volume 6, Nomor 1, Maret 2026
e-ISSN: 2964-3309

menentukan visibilitas dan distribusi informasi, sehingga tidak semua suara memiliki
peluang yang sama untuk didengar.

Dengan demikian, polemik revisi UU TNI menunjukkan bahwa praktik sosial
netizen tidak dapat dipahami hanya sebagai aktivitas komunikasi digital, melainkan
sebagai hasil interaksi antara habitus, modal sosial, dan arena digital sebagaimana
dirumuskan oleh Pierre Bourdieu melalui formula (habitus x modal sosial) + arena =
praktik. Habitus kritis yang dimiliki netizen, ketika dikombinasikan dengan modal
sosial berupa jaringan,solidaritas dan kemampuan membangun viralitas, menghasilkan
praktik sosial berupa kritik, mobilisasi opini publik, pembentukan legitimasi simbolik,
hingga resistensi terhadap dominasi negara. Namun, praktik tersebut tetap berlangsung
dalam arena digital yang memiliki struktur kekuasaan tersendiri sehingga proses
reproduksi dan perebutan kekuasaan terus berlangsung secara simultan.

Kasus Ferdy Sambo (2022)

Kasus pembunuhan Brigadir J yang melibatkan Ferdy Sambo menjadi salah satu
peristiwa yang tidak hanya bergulir dalam ranah hukum formal, tetapi juga berkembang
sebagai arena kontestasi narasi di ruang digital. Sejak awal, konstruksi informasi
mengenai kasus tersebut mengalami pergeseran yang signifikan, dari narasi awal
institusi  hingga terbentuknya narasi tandingan yang dimobilisasi oleh netizen.
Pemberitaan dari Kompas.com yang menelusuri perkembangan kasus, termasuk isu
remisi terhadap istri Sambo, serta laporan dari Klik ID mengenai kronologi
pembunuhan Brigadir J dan penahanan para tersangka, menunjukkan bagaimana media
arus utama membangun narasi berbasis prosedur hukum. Namun demikian, netizen
tidak hanya menjadi konsumen informasi, melainkan juga produsen narasi alternatif
yang aktif menantang versi resmi tersebut. Dalam sudut pandang Bourdieu, masyarakat
tersusun atas berbagai arena (field) yang menjadi ruang pertarungan antaraktor untuk
memperebutkan legitimasi dan kebenaran. Bourdieu menegaskan bahwa “the social
world is accumulated history” (Bourdieu, 1986), yang berarti bahwa relasi kuasa
terbentuk melalui akumulasi modal, termasuk modal sosial berupa jaringan, relasi dan
pengakuan kolektif. Dalam konteks Ferdy Sambo, arena digital menjadi ruang di mana
negara, media dan masyarakat saling berkompetisi dalam membentuk kebenaran publik
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Gambar 4.2. Arena Digital Sebagai Pembentuk Kebenaran Publik

Pada tahap awal kasus, narasi yang berkembang cenderung menempatkan
Brigadir J sebagai pelaku utama, sebagaimana direpresentasikan dalam pernyataan awal
aparat. Namun, netizen secara Kkolektif meragukan narasi tersebut dan mulai
membangun tekanan publik melalui berbagai platform media sosial. Hal ini
mencerminkan apa yang disebut Bourdieu sebagai “aggregate of the actual or potential
resources which are linked to possession of a durable network” (Bourdieu, 1986), di
mana jaringan sosial menjadi sumber daya untuk memobilisasi opini. (Lim, 2017) Juga
menunjukkan bahwa media sosial di Indonesia sering menjadi ruang resistensi terhadap
narasi negara, terutama ketika publik merasa terdapat ketidaksesuaian antara informasi
resmi dan realitas yang dirasakan. Desakan netizen yang masif kemudian menggeser
arah narasi dominan. Melalui berbagai diskusi, analisis, dan penyebaran informasi
alternatif, netizen membangun keyakinan kelompok bahwa pembunuhan Brigadir J
bukanlah tindakan korban, melainkan skenario yang melibatkan Ferdy Sambo sebagai
aktor utama. Dalam kerangka Bourdieu, proses ini menunjukkan bagaimana modal
sosial dapat dikonversi menjadi modal simbolik, yaitu kekuatan untuk mendefinisikan
realitas. Sebagaimana dinyatakan Bourdieu,  “symbolic power is a power of
constructing reality’ (Pierre Bourdieu & Wacquant, 1992), sehingga siapa yang mampu
menguasai narasi memiliki kekuatan untuk menentukan kebenaran yang diakui publik.

Pemberitaan lanjutan dari Kompas.com terkait remisi terhadap istri Sambo
kembali memicu respons kritis dari netizen. Banyak komentar publik yang
mempertanyakan keadilan hukum dan menghubungkannya dengan privilege elit. Hal ini
menunjukkan bahwa arena digital tidak hanya menjadi ruang pembentukan narasi awal,
tetapi juga ruang evaluasi terhadap proses hukum yang berlangsung. Dalam konteks ini,
netizen menggunakan modal sosial mereka untuk mempertahankan narasi bahwa kasus
ini mencerminkan ketimpangan kekuasaan dalam sistem hukum. Sementara itu, laporan
dari Klik ID mengenai penahanan Sambo dan istrinya menunjukkan bagaimana media
berupaya menyajikan fakta formal. Namun, netizen tetap melakukan reinterpretasi
terhadap informasi tersebut. Dalam perspektif Bourdieu, bahasa bukan sekadar alat
komunikasi, melainkan instrumen kekuasaan. Bourdieu mengatakan bahwa “language
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is not only an instrument of communication but also an instrument of power”. Oleh
karena itu, perubatan makna atas suatu peristiwa menjadi bagian dari pertarungan
simbolik dalam arena digital. Fenomena ini memperlihatkan bahwa netizen berperan
sebagai watchdog informal dalam mengawasi kasus. Dalam kasus Ferdy Sambo,
tekanan publik digital berkontribusi pada keterbukaan fakta-fakta baru dan perubahan
arah penyelidikan, yang menunjukkan bahwa modal sosial tidak hanya bersifat
simbolik, tetapi juga memiliki dampak struktural.

Namun demikian, sebagaimana ditegaskan Bourdieu, distribusi modal dalam
arena tidak pernah setara. Aktor dengan akses terhadap kekuasaan politik, media, dan
sumber daya ekonomi tetap memiliki posisi dominan. Dengan demikian, meskipun
netizen mampu menantang narasi resmi, proses hukum tetap berada dalam kontrol
institusi formal. Hal ini menegaskan bahwa arena digital merupakan ruang di mana
kekuasaan tidak hanya dipertarungkan, tetapi juga direproduksi. Dengan demikian,
kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa komentar, diskusi, dan narasi netizen
merupakan praktik sosial yang sarat makna dalam konteks reproduksi kekuasaan.
Mendesak kebenaran dan menantang dominasi negara. Namun, dalam perspektif
Bourdieu, praktik tersebut tetap berlangsung dalam struktur arena yang timpang, di
mana legitimasi dan kebenaran terus dinegosiasikan melalui pertarungan simbolik di
ruang digital.

Kasus Mario Dandy (2023)

Kasus penganiayaan yang melibatkan Mario Dandy terhadap David Ozora
menjadi salah satu peristiwa viral di Indonesia yang memperlihatkan transformasi
media sosial dari sekadar sarana komunikasi menjadi arena produksi dan kontestasi
narasi sosial. Viralitas kasus ini berkembang secara cepat melalui penyebaran ulang
(repost) video penganiayaan, screenshot percakapan digital, dokumentasi gaya hidup
mewah pelaku, hingga berbagai jejak digital yang tersebar di platform seperti
Instagram, X, Youtube dan TikTok. Dalam diskusi dalam artikel ini, media sosial
tidak hanya menjadi medium penyebaran informasi, melainkan juga arena bagi
kelompok masyarakat untuk membangun interpretasi, legitimasi, bahkan tekanan
sosial terhadap suatu peristiwa (Lim, 2017). Kasus Mario Dandy memperlihatkan
bagaimana ruang digital bekerja sebagai tempat perebutan makna sosial, di mana
berbagai aktor terlibat aktif dalam membentuk opini publik mengenai siapa yang
salah, siapa yang menjadi korban, dan juga bagaimana realitas sosial baru harus
dipahami.

Dalam perspektif Bourdieu, fenomena ini dapat dikaji melalui arena (field),
habitus, modal (capital) dan kekuasaan simbolik (symbolic power). Bourdieu melihat
masyarakat terdiri dari berbagai arena sosial yang di dalamnya aktor saling
berkompetisi mempertahankan posisi menggunakan modal tertentu, baik modal
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ekonomi, sosial, budaya, maupun simbolik. Arena tidak pernah bersifat netral karena
selalu dipenuhi relasi kuasa dan pertarungan dominasi. Dalam konteks kasus Mario
Dandy, media sosial dapat diposisikan sebagai arena digital, yakni ruang sosial tempat
warganet, media massa, influencer, akun anonim, hingga institusi negara saling
berinteraksi sekaligus bertarung dalam memproduksi definisi realitas atas kasus yang
terjadi. Namun, proses tersebut diawali oleh habitus netizen yang terbentuk dari
pengalaman kolektif tentang ketidakadilan hukum, kesenjangan sosial, dan praktik
penyalahgunaan kekuasaan. Habitus tersebut melahirkan disposisi moral berupa
kecenderungan untuk mengecam kekerasan dan perilaku flexing, sehingga mendorong
netizen untuk terlibat aktif dalam merespons kasus ini.

Penyebaran video penganiayaan menjadi titik awal terbentuknya arena
kontestasi narasi tersebut. Video yang direpost secara luas bukan hanya berfungsi
sebagai dokumentasi visual atas suatu tindakan kekerasan, melainkan berubah menjadi
simbol legitimasi moral publik. Disposisi moral yang dimiliki netizen kemudian
diwujudkan melalui berbagai praktik digital seperti melakukan repost, memberikan
komentar, membagikan screenshot, membuat utas, hingga menyebarkan berbagai
informasi  terkait pelaku. Interaksi yang berlangsung secara masif tersebut
mempertemukan individu-individu dengan orientasi moral yang sama sehingga
membentuk solidaritas digital dan memperkuat jaringan antarwarganet sebagai modal
sosial. Semakin sering video tersebut diputar ulang dan disebarluaskan, semakin kuat
pula konstruksi sosial yang terbentuk mengenai kekerasan yang dilakukan pelaku.
Modal sosial yang terbangun melalui jaringan dan solidaritas digital tersebut kemudian
dikonversi menjadi modal simbolik ketika narasi yang dibangun netizen memperoleh
legitimasi luas dari masyarakat. Dalam perspektif Bourdieu, video tersebut dapat
dipahami sebagai modal simbolik karena memiliki kekuatan legitimasi yang tinggi
dalam membentuk persepsi kolektif masyarakat. Kehadiran bukti visual menjadikan
opini publik berkembang secara cepat dan intens karena masyarakat tidak hanya
menerima narasi verbal, tetapi juga menyaksikan representasi kekerasan secara
langsung. Di sisi lain, screenshot percakapan digital dan unggahan gaya hidup Mario
Dandy memainkan peran penting dalam memperkuat kontestasi narasi. Screenshot
berbagai unggahan yang memperlihatkan kendaraan mewah, pakaian bermerek, dan
gaya hidup eksklusif. Tidak hanya dipandang sebagai bukti gaya hidup pelaku, tetapi
juga menjadi simbol ketimpangan sosial yang semakin memperkuat legitimasi moral
publik terhadap narasi yang berkembang.

Dalam kasus Mario Dandy, netizen memanfaatkan arsitektur media digital yang
bersifat desentralistik untuk melakukan tindakan cyber-lynching (penghakiman siber)
yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial informal (Trottier, 2020). Melalui
taktik doxing kolektif, netizen menguliti rekam jejak gaya hidup mewah (flexing) Mario
Dandy dan keluarganya. Fenomena tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah
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dilakukan oleh Fuchs (2017) bahwa ruang digital mampu menyediakan infrastruktur
bagi kelompok subordinat untuk membalikkan arah panoptikon kekuasaan; dalam hal
ini, masyarakat yang biasa diawasi kini berbalik mengawasi dan menelanjangi perilaku
elit, atau dikenal sebagai synopticon. Akumulasi modal sosial dan modal simbolik yang
dimiliki netizen tersebut memperkuat posisi mereka dalam arena digital sehingga
mampu menghasilkan tekanan publik yang sangat besar. Tekanan ini menunjukkan
bagaimana kekuasaan simbolik tidak lagi dimonopoli oleh negara atau kelompok elit.
Tetapi juga dapat direproduksi oleh masyarakat melalui jaringan digital yang mereka
bangun. Mobilisasi kapital digital ini melahirkan tekanan publik yang begitu masif,
sehingga mampu menembus sekat-sekat otonom ranah hukum (legal field) yang
biasanya rentan diintervensi oleh pemilik modal ekonomi besar. Dengan demikian,
ranah digital dalam kasus ini sukses beroperasi sebagai arena perlawanan budaya dan
politik, di mana kekuatan kolektif kelas pekerja digital (digital proles) mampu memaksa
negara untuk mendekonstruksi impunitas kelas atas (borjouis).

= T !
TATAPAN TAJAM MARIO DANDY
AYAH DAVID KE COBA 'SOGOK'
)

5o AL g VKA
= -5
. s ’ o b ™ HINGGA KOMA o
=, NEL USAT PACARNYA MENGADU
- 3 -

Gambar 4.3. Dekonstruksi Impunitas Borjuis

Teori Habitus Pierre Bourdieu : Habitus X Modal + Arena = Praktik Sosial
Dalam Memahami Netizen Sebagai Agen Pengawasan Publik di Era Digital.
Bourdieu mengembangkan teori praktik sosial sebagai upaya menjembatani
perdebatan antara perspektif yang menekankan dominasi struktur sosial dan perspektif
yang mengutamakan tindakan individu. Menurut Bourdieu, praktik sosial tidak dapat
dipahami hanya sebagai hasil pilihan rasional individu maupun sebagai konsekuensi
langsung dari struktur yang membatasi tindakan manusia. Sebaliknya, praktik sosial
merupakan hasil interaksi yang terus berlangsung antara habitus, modal dan arena.
Hubungan tersebut ditunjukkan dalam formula (Habitus x Modal) + Arena = Praktik
Sosial. Formula ini menunjukkan bahwa tindakan seseorang akan selalu dipengaruhi
oleh disposisi yang telah terbentuk melalui pengalaman hidup, sumber daya yang
dimiliki, serta karakter arena tempat tindakan tersebut berlangsung. Oleh sebab itu,
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untuk memahami fenomena sosial di era digital, ketiga konsep tersebut perlu dipandang
sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi.

Habitus merupakan seperangkat disposisi yang terbentuk melalui proses
sosialisasi dan pengalaman sosial yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama.
Disposisi tersebut membentuk cara individu memandang realitas, menilai suatu
persoalan, sekaligus menentukan kecenderungan dalam bertindak (Bourdieu, 1986).
Habitus bukanlah seperangkat aturan yang bersifat kaku, melainkan kecenderungan
yang terus berkembang mengikuti perubahan pengalaman dan konteks sosial. Dalam
struktur masyarakat Indonesia, pengalaman bersama dalam menghadapi masalah,
seperti praktik korupsi, ketidakadilan hukum, penyalahgunaan kekuasaan, hingga
rendahnya transparansi kebijakan publik, secara perlahan membentuk habitus kritis di
kalangan masyarakat. Habitus tersebut mendorong munculnya kecenderungan untuk
lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan dan mengkritisi berbagai keputusan
publik melalui ruang-ruang digital. Namun, habitus saja tidak cukup untuk
menghasilkan praktik sosial; Bourdieu menegaskan bahwa kemampuan aktor untuk
bertindak sangat dipengaruhi oleh modal yang dimilikinya. Modal tidak hanya berupa
sumber daya ekonomi, tetapi juga mencakup modal sosial, modal budaya dan modal
simbolik. Dalam hal ini, modal sosial terlihat dari kemampuan membangun jejaring,
kolaborasi, dan solidaritas antarpengguna media sosial. Modal budaya tercermin dalam
kemampuan memahami isu publik, mengakses berbagai sumber informasi, melakukan
verifikasi data, hingga menyusun argumentasi yang berbasis pengetahuan. Sementara
itu, modal simbolik berkaitan dengan tingkat kepercayaan, reputasi, kredibilitas,
maupun legitimasi yang dimiliki seseorang sehingga pandangannya memperoleh
pengakuan dari publik. Dalam perkembangan masyarakat digital, ketiga bentuk modal
tersebut semakin diperkuat oleh kemampuan memanfaatkan teknologi digital dan
algoritma media sosial sehingga memperbesar daya jangkau serta pengaruh aktor dalam
membentuk opini publik(Couldry, 2012)

Kombinasi antara habitus dan berbagai bentuk modal tersebut kemudian bekerja
di dalam arena. Bourdieu menjelaskan bahwa arena adalah ruang sosial tempat berbagai
aktor saling berkompetisi untuk memperoleh pengaruh, legitimasi dan kekuasaan
simbolik (Bourdieu, 1990). Dalam konteks artikel ini, media sosial dapat dipahami
sebagai arena yang memungkinkan pemerintah, media massa, akademisi, aktivis,
influencer, maupun masyarakat umum berinteraksi sekaligus berkompetisi dalam
membangun narasi mengenai suatu isu. Arena digital memiliki karakter yang berbeda
dengan ruang publik konvensional karena memberikan kesempatan yang relatif lebih
terbuka bagi setiap aktor untuk memproduksi informasi, menantang narasi dominan,
serta membangun dukungan publik melalui jaringan komunikasi yang luas. Dalam arena
inilah netizen tidak lagi hanya sekadar konsumen informasi, melainkan berkembang
menjadi aktor sosial yang memiliki kapasitas untuk memengaruhi arah diskursus publik.
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Kepemilikan modal sosial, budaya, simbolik dan kemampuan memanfaatkan teknologi
digital memungkinkan netizen mengorganisasi informasi, membangun solidaritas,
memproduksi narasi tandingan, bahkan melakukan pengawasan terhadap kebijakan
maupun proses penegakan hukum. Dengan kata lain, modal yang dimiliki netizen telah
menjadi sumber kekuatan simbolik yang dapat digunakan untuk mengontrol jalannya
isu-isu publik agar berlangsung secara lebih transparan dan akuntabel. Fenomena ini
menunjukkan bahwa akuntabilitas di era digital tidak lagi hanya bergantung pada
mekanisme formal negara, tetapi juga dipengaruhi oleh partisipasi warga melalui
praktik-praktik komunikasi digital yang berlangsung secara kolektif.

Kerangka teori tersebut relevan untuk menjelaskan kasus yang dianalisis dalam
artikel ini. Pada polemik Undang-Undang TNI, misalnya, media sosial menjadi arena
kontestasi berbagai aktor dalam memperebutkan legitimasi atas makna dan arah
kebijakan . Habitus kritis masyarakat terhadap isu demokrasi dan supremasi sipil,
didukung oleh modal sosial berupa jejaring komunitas digital, modal budaya dalam
memahami substansi regulasi, serta modal simbolik yang dimiliki akademisi, jurnalis,
dan tokoh masyarakat, melahirkan praktik sosial berupa kampanye digital seperti petisi
online, diskusi publik, penyebaran informasi, hingga mobilisasi aksi kolektif. Praktik
tersebut memperlihatkan bagaimana arena digital menjadi ruang negosiasi antara
kepentingan negara dan aspirasi masyarakat. Pola yang sama juga tampak dalam kasus
Ferdy Sambo. Tuntutan publik terhadap transparansi proses hukum tidak hanya lahir
dari respons emosional masyarakat, tetapi merupakan manifestasi habitus yang
terbentuk melalui pengalaman panjang terhadap persoalan penegakan hukum di
Indonesia. Habitus tersebut kemudian bertemu dengan modal yang dimiliki netizen,
seperti kemampuan mengumpulkan bukti digital, melakukan analisis terhadap informasi
yang beredar, serta membangun jejaring komunikasi yang luas. Interaksi tersebut
menghasilkan praktik berupa investigasi digital, pengawasan terhadap proses peradilan,
dan pembentukan opini publik yang secara signifikan meningkatkan tekanan terhadap
institusi penegak hukum agar bertindak lebih akuntabel.

Demikian pula pada kasus Mario Dandy. Viralnya kasus tersebut tidak semata-
mata disebabkan oleh algoritma media sosial, tetapi merupakan hasil pertemuan antara
habitus masyarakat yang sensitif terhadap ketimpangan sosial dan penyalahgunaan
priviles dengan modal yang dimiliki netizen untuk mengungkap, memverifikasi, dan
menyebarluaskan informasi. Praktik sosial yang lahir kemudian berkembang menjadi
tekanan publik terhadap individu maupun institusi yang dianggap memiliki keterkaitan
dengan kasus tersebut. Dengan demikian, ketiga kasus tersebut memperlihatkan bahwa
praktik sosial netizen merupakan hasil interaksi antara habitus, modal dan arena digital
sebagaimana dirumuskan oleh Bourdieu. Melalui kombinasi ketiga unsur tersebut,
netizen tidak hanya memproduksi tetapi juga mendorong transparansi, akuntabilitas, dan
penguatan praktik demokrasi di Indonesia.
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5. PENUTUP

Penelitian ini menyimpulkan bahwa netizen dalam lanskap media sosial di
Indonesia kontemporer telah bertransformasi dari sekadar konsumen informasi pasif
menjadi aktor sosial aktif yang memiliki kapasitas untuk melakukan kontrol sosial
secara masif dalam arena digital. Melalui analisis kritis terhadap tiga studi kasus viral
polemik revisi UU TNI (2024), kasus Ferdy Sambo (2022) dan kasus Mario Dandy
(2023). Terlihat bahwa netizen secara kolektif mampu memobilisasi dan mengonversi
modal sosial digital mereka (jaringan pertemanan daring, intensitas interaksi, dan
solidaritas emosional) menjadi modal simbolik yang kuat. Konversi modal ini
melahirkan legitimasi moral dan otoritas siber yang terbukti efektif untuk
mendekonstruksi narasi resmi institusi, mendesak transparansi penegakan hukum, serta
menciptakan mekanisme pengawasan informal dari bawah (synopticon) untuk
menelanjangi privilese elite. Walaupun demikian, melalui kacamata kritis Bourdieu,
artikel ini menegaskan bahwa arena digital tidak bersifat egaliter atau demokratis secara
absolut. Ruang digital justru menjelma menjadi medan pertarungan baru yang sarat akan
asimetri relasi kuasa. Distribusi modal sosial dan digital capital yang tidak merata
menyebabkan visibilitas wacana di media sosial tetap dipengaruhi oleh logika algoritma
platform serta dominasi aktor-aktor siber tertentu, seperti influencer dengan pengikut
masif, buzzer politik, hingga elit oligarki digital yang menguasai modal ekonomi.
Dengan demikian, alih-alih menciptakan ruang emansipatoris yang murni netral, arena
digital justru mereproduksi struktur kekuasaan lama ke dalam format digital baru, di
mana pihak dengan akumulasi modal terbesar tetap memegang kendali atas penentuan
arah opini publik.

Implikasi teoritis artikel ini tidak hanya menunjukkan relevansi formula klasik
Bourdieu (Habitus x Modal) + Arena = Praktik Sosial , tetapi juga mengindikasikan
perlunya pengembangan konseptual ketika teori tersebut diterapkan pada ruang digital.
Dalam konteks media sosial, bentuk modal tidak lagi terbatas pada modal ekonomi,
budaya, sosial, dan simbolik sebagaimana dirumuskan Bourdieu, tetapi berkembang
menjadi modal digital (digital capital) yang mencakup kemampuan mengelola
visibilitas algoritmik, literasi digital, penguasaan platform, serta kapasitas untuk
membangun jejaring dan memobilisasi atensi publik. Selain itu, arena digital tidak
hanya diatur oleh relasi antarpelaku, tetapi juga oleh algoritma platform yang secara
aktif memengaruhi distribusi perhatian, jangkauan informasi, dan peluang konversi
modal. Dengan demikian, relasi antara habitus, modal, dan arena dalam ruang digital
menjadi lebih dinamis karena dipengaruhi oleh aktor nonmanusia berupa sistem
algoritmik yang tidak secara eksplisit dibahas dalam formulasi awal Bourdieu.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini mengusulkan bahwa teori praktik
Bourdieu tetap memiliki daya jelas yang kuat untuk menjelaskan praktik sosial di era
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digital, namun memerlukan perluasan konseptual dengan memasukkan dimensi digital
capital dan algoritma sebagai unsur yang membentuk dinamika arena digital.
Modifikasi ini memungkinkan teori Bourdieu tidak hanya menjelaskan reproduksi
kekuasaan di ruang digital, tetapi juga menjelaskan bagaimana kekuasaan diproduksi,
dinegosiasikan, dan dipertahankan melalui interaksi antara aktor, teknologi dan
arsitektur platform digital.

Secara praktis, diskusi dalam artikel ini membuktikan bahwa akuntabilitas
publik di era kontemporer tidak lagi hanya bergantung pada institusi formal negara,
melainkan turut ditentukan oleh dinamika kontestasi dan gerakan komunikatif kolektif
netizen. Namun, efektivitas kontrol sosial digital tetap bergantung pada distribusi modal
digital dan mekanisme algoritmik yang menentukan siapa yang memperoleh visibilitas
dan legitimasi dalam ruang publik digital. Serta distribusi akses digital yang lebih setara
menjadi prasyarat penting agar ruang digital benar-benar dapat berfungsi sebagai arena
partisipasi publik yang inklusif, bukan sekadar ruang reproduksi ketimpangan
kekuasaan dalam bentuk baru.
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